
GTIBERNURLAMPfING
KEPUTUSAN GUBERI{I'R LAMPUNG

NoMoR . c | 7lS I B.Og I IJIf.I 2ol23

TENTAI{G

Ef,'ALUASI RAIYCANGAIT PERATURAI{ DAE;RAII XABT'PATEIT LIIUPT'I{G BARAT
TEI{TATTG REITCAIIA TATA RUAI{G WILAYAH TAHUN 2023.20,45

GUBERNUR LAI}IPUNG,

Menimbang a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ia.mpung
Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043,
telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 d,an Pasal 69 ayat (1)

huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I la.mpung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kery'a;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kefa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

Mengingat



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2OO9

sampai dengan Tahun 2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 12 Tahun 2O19
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi la.mpung 2009
sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan

Menetapkan

KEDUA

: 1.

2.

Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.OI/1426-
2OO/IX|2O23 Tanggal 15 September 2O23 hal Persetujuan
Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
L,ampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten L^ampung Barat Tahun 2023-2043.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 5OO.12.7 /11732/Bangda
Tanggal 1O November 2023 }ral Hasil Konsultasi Dalam Rangka
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN:

XEPUTUSAIT GI'BERITT'R TEITTAITG EVALUASI RAITCAITGAN
PERATT'RAN DAERAII KABUPATEIY LIITIPUITG BARAT
TENTANG REITCANA TATA RUANG WILAYAII TAHIIN 2023-
20,43.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
La.mpung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2023-2043, sebagaimana tercantum pada Impiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung
Barat segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian

terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubemur.

KETIGA

KESATU



KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Gubernur l.ampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 wovernber 2023

GT'BERITT'R LAMPUIYG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

l. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten lampung Baiat.



LAMPIRA.IT
KEPUTUSAN GUBERITUR LAMPUNG
ltoMoR, c I 7 tg I B.Os I Itt< I 2A23
TENTAITG
TI/AI,UASI RAITCANGAN PERATURAI{ DAIRAH
KABT'PATTN LA,DIPUNG BARAT TEI{TAI{G RENCANA
TATA RUANG WILAYAH TAHUI{ 2023.2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPT'NG BARAT
TEITTANG REITCANA TATA RUAIYG WILAYAH TAHUN 2023-20,43

No Materl Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

1 2 I 5

Judul
,\f

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR ...... TAHUN ........
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
W

TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR ...... TAHUN ........
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Judul diubah,
Penulisan raperda
tidak perlu lagt
disebutkan natna
kabupaten karena
yurisdiksinya
sudah jelas ada di
wilayah Kabupaten
L,ampung Barat,
sesuai ketentuan
UU No. 12 Tahun
2Dll sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UU
No. 13 Tahun 2022.

1



2

No Materi Raperda Rumuran Raperda Rumusan Penyempurnaan
1 2 3 4 5

c

3

Konsideran
Menimbang

Konsideran
Mengingat

Kosideran
Menimbang diubah,
mengingat
penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
ini merupakan
amanat peraturan
perundang-
undangan maka
alasan
/ pertimban gan yang
dicantumkan cukup
mendasarkan
kepada peraturan
perundang-
undangan yang
mengamanatkannya

Konsideran
mengingat
tambahkan:
1. Perda Provinsi

l,ampung No. 1

Tahun 2010.
2. Perda Prorrinsi

l,ampung No. 12
Tahun 2O19.

re
UndanE llemer 33 Tehun 3013 tentanE
femUentulen liat*patenPeeiehBeret4;
Previlq€r+efie'ur&gi

rr' - ^.^-l-^ -^ i-^- ^ l^l^L I:,,1^^l^ ,^--^-

r^-..- /.r:-+^ V^-:^ -^-1,, -^-^.^-l-^-g.'},EqIIvIrc

neretHren Deereh tcnbn

+e&#3+f&

I
2 Dst

:-:pql-:--.:r

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-
2043;

16. Peraturan Daerah Provin
1 Tahun 2010 tentane Rencana Tata Ruang
Wilayah Prorrinsi Lampung 2009 sampai
dengan Tahun 2029 (kmbaran Daerah
Provinsi Lampunq Tahun 2010 Nomor 1

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 346);

si lamoune Nomor
Dst

1.
2.

Keterangan



Materi Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan

I 2 53 4

4 Batang Tubuh BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Peraturan Daerah ini yang dimaksud

....... O*t
Ruang adalah wadah yang melputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan
mal*ltrk.@, melakukan kegiatan,
dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Struktur Ruang adalah susunan pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hiera+kie memiliki
hubungan fungsional.
Penataan Ruang adalah suatu sistem pre€€e
perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan
Ruang, dan pengendalian pemanfaatan
Ruang.

Dalam
dengan:
l.
2.
8.

tl.

14.

17. Peraturan Daerah Prorrinsi
12 Tahun 2Ol9 tentanq Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentanq Rencana Tata Ruans Wilayah
Provinsi Lampuns 2OO9 sam
Tahun 2029 (l,embaran Daerah Provinsi

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud

...-... Dst
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan

dan memelihara kelangsungan hidupnya.
ll. Struktur Ruang adalah susunan pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarki memiliki
hubungan fungsional.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem
perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan
Ruang, dan pengendalian pemanfaatan
Ruang.

12 Tahun 2019)

1

2
8

l,amouns Nomor

Lampung Tahun 20 19 Nomor 12. Tambahan

makhluk hidup lain , melakukan kegiatan,

oai densan

Dalam
dengan:

Pasal I angka 8,
angka 11 dan
angka 14
disempurnakan.

No
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No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

1 2 3 4 5
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

@i+
*usragfflil€feht

@
d#iar#e'€ere $ei
^ --^L^- n 

-^-a^-4^- 
E,,--r IITjt^.,^L.

dert
f.

Ruerr6+Iil€t*
(

(

(

2
3
4

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(l) Ruans linskuo penqaturan dalam

Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Ketentuan Umum:
b. Ruans Linskup, T\riuan, Kebiiakan, dan

Strategt Penataan Ruans W ah
c
d
e
f.
c

Rencana Struktur Ruang Wilayah;
Rencana Pola Ruans Wilayah;
Kawasan Stratesis;
Arahan Pemanfaatan Ruans Wilavah;
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan
Ruan w

h. Peran Masyarakat dan Kelembagaan;
i.
j
k.
l.
m

Pen dikan
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Penutup;

n. Penielasan; dan
o. Lampiran.

Pasal 2 ayat (1)
diubah sesuai
ketentuan Pasal 5
ayat (1)
Permendagri No. 47
Tahun 2012.

(2)
(3)
(4)
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No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

21 4 5

Pasal 13 diubah
dengan
mengakomodir
substansi yang
tercantum dalam
Ranperda RTRW
Provinsi Lampung.

BAB III
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Paragraf 2
Sistem Jaringan Tran sportasi

Pasal l1

8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf b berupa Terminal
Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Balik
Bukit.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berada di Kecamatan Suoh

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b berada di Kecamatan Sumber
Jaya.
D^'-L^-J,:+ li ^+-j l- l^:---,^ ^^1^^-^,;-^-^(s)

Pasal 13

Dst.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

(1)

(2t

1)

2l

BAB III
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

(8) Terminal penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Terminal Penumpang Tip
Liwa berada di Kecamatan Balik Bukit.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a yaitu Pembanekit Listrik Tenaga

Kecamatan Suoh.
(4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

(PLTA) Besai Unit 1 dan Pembangkit
Listrik Tenasa Air (PLTA) Besai Unit 2
berada di Kecamatan Sumber Jaya.

Pasal 13

e B yaitu Terminal

b vaitu Pembanskit Listrik Tenasa Air

Panas Bumi I SPLTP) uoh- Sekincau berada di

Dst.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

(1)
(21

(r)
(2t

Pasal 11
disempurnalan
dengan
mencantumkan
Terminal Liwa
sebagai Terminal
Penumpang Tipe B.
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No KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan

i 2 3 4

@+i+
^ q^1,,-^- rrr^-^ ,T^-^--^- ,T,.i- ^; /or ITUT\.

10\ c^1,,-^- r rl^-^ ,T^^^-^^- ,Tr:- --! /ar I,Tvnl

(6)
,:^+;L,, ^: 'l: 

^+-:l-

,-5*.-b::re6*"
C#

{w

1-7\ r^-i-^^-

t^ c^1,,-^-

Pembanekit listrik lainn
dimaksud pada ayat [2) huruf c betupa

a. PLTM Batu Brak 1 dan PLTM Batu Brak

b. PLTM Pahiton dan PLTM Sukarame
di Kecamatan Belalau; dan

Jarinean distribusi ten

a. Saluran Udara Tesanean Tinggi (SIJTT)
densan kekuatan 150 KV meliputi:

Krui di Kecamatan Balik Bukit dan
Kecamatan Batu Brak; dan

2. iarinean transmisi Bukit Kemuning di
Kecamatan Sumber Jaya.

PLTM meliputi:

Java.

listrik

a meliputi:

Liwa-Benskunat

(SUTM terdapat di:

(s) va SEbaeaimana

2 di Kecamatan Batu Brak;

c' PLTM Sumber Java di Kecamatan Sumber

asa
sebaeaimana dimaksud aoada av t (61 huruf

f . iarinsan transmisi

Tesansan Menensahb. Saluran Udara

Materl Raperda

(6)
(71

1. Kecamatan Balik Bukitl
2. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
3. Kecamatan Batu Brak:
4. Kecamatan Batu Ketulisl
5. Kecamatan Belalau;
6. Kecamatan Pagar Dewal
7. Kecamatan Sekincaul
8. Kecamatan Sukau:
9. Kecamatan Sumber Java:
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Materl Raperda Rumusan Penyernpurnaan Keterangan
1 2 4 5

lqfua*err.€lalter*f
@
@
@

(10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b berada di Kecamatan Batu
Brak.

( I 1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala l:50.O00 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e
berupa objek Pertahanan dan Keamanan
terdapat di:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0422

l,ampung Barat berada di Kecamatan Balik
ukit;
oramil Belalau berada di Kecamatan Belalau;
oramil Batu Brak berada di Kecamatan Batu
rak;
oramil Sumber Jaya berada di Kecamatan
umber Jaya;
oramil Balik Bukit berada di Kecamatan
alik Bukit;
epolisian Resor l,ampung Barat berada di
ecamatan Balik Bukit;
epolisian Sektor Balik Bukit berada di
ecamatan Balik Bukit;

B
b.K
c.K

B
d.K

S
e.K

B
f.K

K
gK

K

11. Kecamatan Way Tenong
(8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b vaitu Gardu Induk Liwa
berada di Kecamatan Batu Brak.

(9) Sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian skala l:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

1O. Kecamatan Suoh dan

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebegrimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
e berupa objek Pertahanan dan Keamanan
terdapat di:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0422

Lampung Barat berada di Kecamatan Balik
Bukit;

b. Koramil 422-05 Belalau berada di Kecamatan
BeIaIau;

c. Koramil 422-07 Batu Brak berada di
Kecamatan Batu Brak;

d. Koramil 422-06 Sumber Jaya berada di
Kecamatan Sumber Jaya;

e. Koramil 422-04 Bahk Bukit berada di
Kecamatan Balik Bukit;

f. Kepolisian Resor Lampung Barat berada di
Kecamatan Balik Bukit;

Pasal 35
disempurnakan
dengan
menambahkan
nomenklatur kodim
dan koramil
lingkup Kabupaten
la.mpung Barat.

No Rumusan Raperda
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KeteranganMaterl Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan
5I 2 4

Pasal 78 huruf b
arl9ka 2 dan Pasal
79 huruf b angka 2
disempurnal<an
sesuai ketentuan
Permen ESDM No'
13 Tahun 2021.

Pasal 78
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
iarinsan transmisi tenasa listrik antar sistem-sebaEaimana dimaksud tlalam Pasal 77 huruf a
beru6a ketentuan umum zonasi Kawasan di
sekithr Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
meliputi:

Sektor Sekincau berada di
Sekincau;
Sektor Sumber Jaya berada di
Sumber Jaya; dan

Sektor Bandar Negri Suoh
Kecamatan Bandar Negri Suoh.

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syarat meliputi:
l. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di

sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT); dan

2. pendirian bangunan.

Pasal 79
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
meliputi:

c

a

a

Terbuka Hi au di
engan arat meliputi:

Ruan

b. Pemanfaatan Ruang
d
1

h. Kepolisian
Kecamatan

i. Kepolisian
Kecamatan

! Kepolisian
berada di

g. Kepolisian Sektor Balik Bukit berada di
Kecamatan Balik Bukit;

h. Kepolisian Sektor Sekincau berada di
Kecamatan Sekincau;

i. Kepolisian Sektor Sumber Jaya berada di
Kecamatan Sumber Jaya; dan

j. Kepolisian Sektor Bandar Negri Suoh berada
di Kecamatan Bandar Negri Suoh.

Pasal 78
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
iarinsan transmisi tenasa listrik antar sistem
"sebaEaimana dimaksud "dalam Pasal 77 huruf
a beiupa ketentuan umum zonasi Kawasan di
sekitar'Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUT|)
meliputi:

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syarat meliputi:
l. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di

sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT); dan

dilaksanakan sesuai d

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

Pasal 79
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
iarinsan transmisi tenasa listrik antar sistem
"sebaEaimana dimaksud "dalam Pasal 77 huruf
b beiuoa ketentuan umum zonasi Kawasan di
sekitar' Saluran Udara Tegangan Menengah
(SUTM) meliputi:

dengan syaratmeliputi:
l. pengembangan Ruang Terbuka

sekitar sekitar Saluran Udara Te

peraturan perundans-undansan.

2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dapat
ensan ketentuan

a

a

Hijau di

No

yang diperbolehkan

c.



Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan PenyempurnaanNo

51 2 3 4
Menengah (SUTM); dan

2. pendirian bangunan di sekitar SUTM daoat

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar
Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana
dimaksud oada avat ( 1) huruf a meliouti:
a. Pemanfa'atan Ruahg yang diperbolehkan

meliouti:
l. pdngembangan Ruang Terbuka Hijau;

dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan

pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
dan

3. pemasanqan papan penyuluhan, papan

2. pengembangan sistem jaringan
Drasarana.

c. Peinanfaatan Ruang yang tidak
diperbolehkan beruph kegiatan . dan
penclrnan Dangunan yang o.apat
menggErnggu oPeraslonal, . . penuqlang,
clan pengembangan Jalur Evakuasr
Bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar' 'Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana
dimalsud Dada avat (l) huruf b meliouti:
a. Pemanfaatan' Rdahg yang diierbolehkan

meliouti:
l. ptingembangan Ruang Terbuka Hijau;

oar

pE neatah, iambu-rambu
pengamanan.

c

dan

, ke

Pasal 9 1

tan sional un dan

b. Pe
de
l.

dilaksanakan sesuai densan ketentuan

manJaatan Ruang y
ngan syarat melip-uti:
Demanlaatan ralur
lalu lintas umrjm;

ang diperbolehkan

evakuasi untuk

Pasal 91
a. ayat (2) huruf a

tambahkan
angka 3 baru
dengan
memindahkan
substansi dari
hurufb ar.gka2

b. ayat (3) huruf a
tambahkan
angka 3 baru
dengan
memindahkan
substansi dari
huruf b ang)<a 2

sesuai ketentuan
Perka BNPB No. 7
Tahun 2015.

sekitar sekitar Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM); dan

2. pendirian bangunan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar
Jalur Evakuasi Bencana se

pengembangan Ruang Ter
dan

c

up
c per

1

a
huruf a melidimaksud pada avat (l

a. Pemanfaatan Rudn yang di bolehkan
meliputi:

buka Hijau;

Pasal 91

9

Keterangan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan
oensembangan Ja-lur Evakuasi Bencana.

b. Peinan'taatan "Ruang.. yang diperbolehkan
densan svarat meliouti:
1. pEmanfaatan jalu r evakuasi untuk

lalu lintas umum;

^IE'EE'I.E'E.'-E3. pengembangan sistem jaringan
Drasarana.

c. Peinanfaatan Ruanq vanq tidak
diperbolehkan berupa kegialtan . dan
pendirian bangunan yang dapat
mengganggu oPeraslonal, _ penuryangt
dan pengembangan Jalur Evakuasi
uencana.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar
Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana
dimaksud oada avat lll huruf b meliouti:
a. Pemanfaatan " Rudng yang diperbolehkan

meliouti:
l. pe^ngembangan Ruang Terbuka Hijau;

dan
2. ke$atan operasional, penunjang, dan

(1)
12\ t;l
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Rumusan PonyempurnaanNo Rumusan Raperda Keterangan
4I ,2 3

Densamanan.
. Pefi-afrlEatan Ruang yang diperbolehkan
densan svarat melio ti:
1 . pEman"faatan iilur evakuasi untuk

lalu lintas umrim;
2. pengembangan sistem jaringan

Drasarana.
. Peinanfaatan Ruans vang tidak
dioerbolehkan beruo-a k'bsia"tan dan
pehdirian bangunan' "y"rrg d.apat
mengganggu operasional, penunjaag,
dan pengembangan Tempat EvakuaSi
Bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa ketentuan umum zonasi
Suala Margasatwa meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan;
2. kegiatan pendidikan dan peningkatan

tentang pelestarian konservasi alam;
3. pemanfaatan sumber plasma nutfah

untuk penunjang budi daya sesuai
ketentuan PeBturan Perundanq-

4. kegiatan lainnya yang dapat

Pasal 97

3 ul han
ram u-ram uBerlnga tan-

b d bor h1e nkaang pe

(1)

undangan; dan

san

empat ast

b

c

b. P.emanfaatan Ru.ang . yang diperbolehkan
densan svarat meliDutr:
1. pEmanlaatan ialur evakuasi untuk

lalu lintas umu-m;

PE.EEry'_psr€elir€raa*}i€€fi
3. irenfembangan sistem jaringan

Drasarana.
c. Peinanfaatan Ruang yang tidak

diperbolehkan beruph kegiatan . dan
pendrnan bangunan yang d.apat
menggErnggu oPeraslonar, peluryanS?
oan pengemDangan rempar Evau<uasl
Bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka a-lam
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
berupa ketentuan umum zonasi Suaka
Margasatwa meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan;
2. kegiatan pendidikan dan peningkatan

tentang pelestarian konservasi alam;
3. pemanfaatan sumber plasma nutfah

untuk penunjang budi daya; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat

meningkatkan fungsi konservasi.
b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

dengan syarat meliputi:
1. peru bahan peruntukan dan fungsi serta

(l)
Pasal 97

aslempat

Pasal 97 ayat 2
huruf a angka 3
dan huruf b angka
1 dan angka 2
disempurnakan
sesuai ketentuan
Pasal 24 Pasal 25
UU No. 41 Tahun
1999 sebagaimana
telah diubah
dengan UU No. 6
Tahun 2023 dan
ketentuan Pasal 89
dan Pasal 90 PP No.
23 Tahur, 2021.

Materl Raperda

konservasi.
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No Materi Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

1 2 3 4 i)
penggunaan Kawasan konservasi untuk
kepentingan pembangunan di luar
kehutanan;

2. pemanfaatan untuk wisata alam serta
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa
liar;

3. penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon, pemanfaatan air serta energi
air, panas, dan angin tanpa mengubah
fungsi Kawasan;

4. pendirian bangunan yang merupakan
bagran dari suatu jaringan atau
transmisi bagi kepentingan umum yang
keberadaannya telah mendapat
persetujuan dari instansi terkait;

5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan;
dan

6. pengawasan, perlindungan dan
pelestarian flora dan fauna beserta
ekosistemnya.

Pasal 103
Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan
dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 huruf e, meliputi:

(3)

c

a

1. perubahan peruntukan dan fungsi serta
penggunaan Kawasan konservasi untuk
kepentingan pembangunan di luar
kehutanan sesuai ketentuan Peratur

2. pemanfaatan untuk wisata alam serta
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa
liar sesuai ketentuan

3.penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon, pemanfaatan air serta energi
air, panas, dan angin tanpa mengubah
fungsi Kawasan;

4. pendirian bangunan yang merupakan
bagian dari suatu jaringan atau
transmisi bagi kepentingan umum yang
keberadaannya telah mendapat
persetujuan dari instansi terkait;

5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan;
dan

6. pengawasan, perlindungan dan
pelestarian flora dan fauna beserta
ekosistemnya.

Pasal 103
Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan
dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 huruf e, meliputi:

(3)

c

a

Perundang-undangan
an

Perundanq- undanqan
Peraturan

Pasal 1O3 diubah
dengan menghapus
huruf b angka 4
dan menambahkan
huruf d baru.

Rumusan Raperda
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No Materi Raperda Rumusan Penyempurlaan Keterangan

1 2 3 t+ 5

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa;
2. pendirian bangunan hanya untuk

menunjang fungsi Kawasan Pertahanan
dan Keamanan;

3. pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas; dan

F€lr

b€*u€*r
c

Pasa] 112
I
2
3
4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(s)

W.
Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 127
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
sebagaimana dilakukan melalui:

e, pertiei-eei delgn fen6
*++ara6r

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa,
2. pendirian bangunan hanya untuk

menunjang fungsi Kawasan Pertahanan
dan Keamanan; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan
utittas.

c
d ketentuan intensitas Pemanfaatan Ru

oe lslen asar nan
oe slen an

SI 1 au
sesual en u an e laan u
un u an

Pasal 112
(r)
(2t
(3)
(4) keru ditim ulkan aki t

pembatalan sebagaimana dimaksud pada avat
(3) dilaksanakan sesuar ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 127
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
sebagaimana dilakukan melalui:
a.
b.

rencanaan tata ru
manfaatan ruan

narl

c. pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 112
diubah.

ayat (4)

Pasal 127 diubah
sesuai ketentuan
PP No. 68 Tahun
2010.

Rumuean Raperda
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No Materi Raperda Rumusan Raperda Keterangan

I 2 3 4 5

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136
neneene fete nueflg W'lqehme4adipedema,i
urit+l.+

@
d ..^*l-^--,, -^-.w
M.

BAE} XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136
Rencana Tata Ruang Wilavah meniadi pedoman
untuk:
a. sunan RDTR kabu ten
b. penvusunan rencana pembangunan ianqka

panians daerah kabupaten:
c. penyu8unan renc€lna pembalgunan iangka

menengah daerah kabupaten;
d. pemanfaatan Ruang dan Pengen{alian

Pemanfaatan Ruane di wilayah kabupaten;
e. perwuiudan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbanqan antar sektor; dan
f. neta lokasi fun ruan un k

investasi.

Pasal 136 diubah
sesuai ketentuan
Pasal 18 ayat (4) PP
No.21 Tahun 2O21.

5 l,ampiran 1. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran / pendanaan pada matriks indikasi utama agar
disesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023.

2. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Frogram Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi
penataan ruzrng.

GUBER$UR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Rumusan Penyempurraan


